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BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hubungan antar negara dewasa ini merupakan hal yang sangat penting dan merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam sistem interaksi internasional. Dalam kerangka hubungan internasional, adanya kepentingan yang sama membuat suatu negara melakukan hubungan ataupun kerjasama dengan negara lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan nasionalnya.

Studi Hubungan Internasional merupakan suatu studi yang mempelajari tentang interaksi antara negara-negara di dunia dalam sistem internasional, yang meliputi segala aspek kehidupan, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu Studi Hubungan Internasional sifatnya sangat kompleks.

Setiap negara pasti mempunyai kepentingan nasional dan selalu berusaha untuk memenuhinya. Dalam memenuhi kepentingan nasional tersebut, terkadang suatu negara tidak bisa hanya mengandalkan kemampuannya sendiri dan mengharuskannya untuk bekerja sama atau berinteraksi dengan negara lain. Aktor-aktor yang terlibat dalam hubungan internasional terbagi dalam aktor negara dan aktor bukan negara seperti organisasi internasional, perusahaan transnasional, perusahaan multinasional, kelompok-kelompok sub-nasional, bahkan individu lain. Negara sebagai aktor hubungan internasional dalam melakukan interaksi dengan negara lain menggunakan suatu instrumen yang disebut kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri suatu negara mewakili keinginan atau tuntutan dari masyarakat negara tersebut.
Setiap negara cenderung melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain yang memiliki kesamaan kultur dan mengambil jarak dengan negara-negara yang memiliki perbedaan kultur. Oleh karena itu, negara-negara yang terletak dalam suatu kawasan yang sama cenderung memiliki karakteristik yang sama walupun tidak identik.

Negara-negara yang berada dalam satu kawasan cenderung pula memiliki banyak kesamaan misalnya, kesamaan ras, budaya dan juga kedekatan historis antar negara-negara tersebut.

Penggolongan bagian-bagian dunia atas kawasan-kawasan dan sub-kawasan atau penggolongan regional itu dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor seperti geografis, sosiologis, politis, keterikatan atau kemitraan terhadap masalah dan perkembangan kawasan. Kombinasi dari faktor itulah yang melatarbelakangi lahirnya Uni Eropa. 

Tujuan awal pergerakan menuju kesatuan Eropa sebenarnya bersifat politik, namun cara-cara utama yang digunakan bersifat ekonomi. Sejak diluncurkannya pergerakan eropa pada tahun 1950-an tujuan politik maupun taktik-taktik ekonomi telah banyak berubah.

Hasrat untuk membebaskan Eropa dari rivalitas Perancis-Jerman yang menjadi sumber konflik dalam banyak generasi menjadi kekuatan pendorong integrasi regional. Upaya tersebut bermula lewat kesepakatan untuk menciptakan masyarakat batubara dan baja Eropa (European Coal and Steel Community) pada tahun 1951, kemudian dengan lahirnya Masyarakat Ekonomi Eropa (European Economic Community). Sedikit sekali kemajuan regionalisasi yang terjadi di Eropa hingga dilakukannya penandatanganan akta Eropa tunggal (Single European Act / SEA) di tahun 1986, yang merinci tujuan penciptaan pasar Eropa Bersatu di tahun 1992. Sejak terciptanya SEA, pergerakan menuju penyatuan Eropa mengalami percepatan.

Inti upaya integrasi Eropa Barat adalah usaha ambisius untuk menciptakan “Euroland”, (atau, sebagaimana lebih disukai orang Perancis, “Eurozone”). 

Pada pertengahan tahun 1980-an, pergerakan menuju persatuan eropa yang lebih besar kembali mendapatkan energi. Kesadaran para pemimpin Eropa Barat tentang berkurangnya pengaruh yang dimiliki Eropa Barat dalam urusan-urusan dunia membuat mereka menyegarkan kembali gagasan tentang Eropa Bersatu. Selain prihatin karena Amerika dan Rusia saling berdiskusi tentang isu-isu yang relevan dengan Eropa Barat tanpa berkonsultasi dengan pemerintah-pemerintah Eropa, para pemimpin Eropa khawatir bahwa secara ekonomi tertinggal jauh oleh Amerika maupun Jepang yang menikmati laju pertumbuhan Ekonomi yang pesat, Eropa Barat terus menerus mengalami stagflasi
 dan eurosklerosis
 sejak tahun 1970-an.

 Pergerakan menuju unifikasi eropa membuat langkah yang menentukan di awal tahun 1990-an. Berakhirnya perang dingin pada tahun 1989, melemahnya ancaman Soviet, dan khususnya reunifikasi jerman di tahun 1990 menyebabkan para pemimpin Eropa Barat secara dramatis mentransformasikan tujuan, logika dan jadwal integrasi. Percepatan jadwal penyatuan ekonomi dan politik diterima dalam pertemuan Maastrichi yang diselenggarakan secara terburu-buru (Desember 1991) dan kemudian dibakukan dalam perjanjian Uni Eropa (atau bisa disebut dengan Perjanjian Maastricht). Uni Eropa akhirnya terbentuk pada bulan November 1992 yang pada waktu itu telah beranggotakan 12 negara, yaitu Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Luksemburg, Belanda, Denmark, Inggris, Irlandia, Yunani, Portugal dan Spanyol.

Inti dari perjanjian Maastricht adalah pembentukan Persatuan Ekonomi dan Moneter (EMU), bergerak jauh melebihi koordinasi yang disusun oleh ERM (Exchange Rate Mechanism), tujuan eksplisit EMU adalah menciptakan satu mata uang Eropa bersama (euro) dan sebuah bank sentral eropa yang merupakan persyaratan awal penyelesaian integrasi pasar Eropa.
 

Dengan terciptanya satu mata uang Eropa bersama maka akan berakibat pada penghapusan hambatan-hambatan resmi dan tidak resmi yang menghalangi pergerakan bebas barang, jasa, manusia dan modal diantara para anggota Uni Eropa.

Upaya untuk mencapai Persatuan Ekonomi dan Moneter (EMU) merupakan pusat pergerakan menuju unifikasi Eropa yang lebih besar. Setelah perjanjian Maastricht, perjuangan unutk membentuk satu mata uang tunggal Eropa (euro) dan sebuah Bank Sentral Eropa (European Central Bank – ECB) mendominasi urusan-urusan politik Eropa maupun politik domestik negara-negara anggota.

Dalam pergerakan Uni Eropa untuk tercapainya pembentukan mata uang tunggal Eropa bersama, pergerakan ini melalui beberapa tahapan perjanjian pada Desember 1991 (pada Perjanjian Maastricht), Januari 1994, dan 1 Januari 1999 sebagai awal tahap ketiga dan final menuju EMU.

Mata uang tunggal Eropa yang mulai diberlakukan semenjak tahun 2002 diikuti oleh 12 negara dari 15 negara anggota Uni Eropa Austria, Belgia, Belanda, Finlandia, Jerman, Prancis, Irlandia, Italia, Luksemburg, Portugal, Spanyol,  Yunani. Inggris, Swedia dan Denmark menyatakan tidak mengikuti sistem mata uang tunggal Eropa tersebut.

Penolakan yang dilakukan oleh pemerintahan Inggris tentang tidak ikut sertanya Inggris kedalam kebijakan Uni Eropa tentang pemberlakuan mata uang tunggal Eropa bersama (euro) telah ditunjukan pada keputusan Inggris untuk tidak mengikuti EMU sejak tahun 1993.

Dalam mengikuti mata uang tunggal bersama tersebut ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu, converge criteria yang meliputi defisit pemerintah tidak boleh melebihi 3% dari GDP, pinjaman pemerintah tidak boleh melebihi 60% dari GDR, tingkat inflasi hanya boleh 1,5% diatas rata-rata inflasi dari tiga negara yang mempunyai tingkat inflasi terbaik.
 

Dengan tidak ikut sertanya Inggris dalam mata uang tunggal bersama tersebut tentunya mempunyai dampak kepada perekonomian Inggris dan oleh sebab itu pemerintah Inggris mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai mata uang tunggal Eropa tersebut.

Keputusan akan ikut serta atau tidaknya inggris kedalam zona euro akan ditentukan dengan diadakannya voting di parlement Inggris yang akan diikuti dengan referendum bagi masyarakat Inggris untuk menentukan keputusan Inggris akan keikutsertaan mereka ke dalam zona euro.
Sejak tahun 1997 setiap keputusan ekonomi yang diputuskan oleh Pemerintahan Inggris dirancang untuk membangun dan menciptakan kestabilan dalam rangka meraih level yang tinggi yang menopang penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhannya. Komitmen untuk menempatkan kestabilan sebagai yang pertama membuat Inggris harus mengadopsi rezim fiskal dan moneter yang baru, untuk membuat Bank Inggris bebas, pada pokoknya untuk memotong utang. 

Keputusan Inggris untuk tidak menggunakan euro sebagai pengganti mata uang Inggris poundsterling yang sudah berusia 1.200 tahun sebagai mata uang Inggris didukung oleh masyarakat Inggris dalam suatu jejak pendapat yang dilakukan oleh salah satu tabloid ternama di Inggris, The Sun. 
Menurut tabloid tersebut, 9 dari 10 pembaca tabloid popular itu menentang Inggris bergabung dengan 12 negara Uni Eropa lainnya yang telah memberlakukan mata uang tunggal bersama tersebut.
   

Begitu pula dengan hasil jejak pendapat yang dilakukan oleh Institut Gallup menunjukan, 94 persen dari 12.000 responden mengatakan, mereka akan memberikan suara “tidak” bila diadakan referendum tentang keikutsertaan Inggris dalam euro.

Keengganan Inggris untuk ikut serta dalam zona euro untuk menggunakan euro sebagai mata uang nasional, disesalkan oleh para pemimpin 25 perusahaan besar Inggris yang mengirimkan surat kepada Perdana Menteri (PM) Tony Blair.

Isi surat tersebut mengingatkan dampak serius yang bakal dihadapi perekonomian Inggris jika terus berada di luar zona euro, mereka juga mendukung pemerintah Inggris untuk bergabung kedalam zona euro karena akan memberikan keuntungan jangka panjang. Para pemimpin dengan sekitar 100.000 karyawan ini antara lain pimpinan British Airways, Colin Marshall dan pimpinan Vodafone, Chris Gent.

Surat ini berkaitan dengan rencana pengumuman test ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Inggris yang memungkinkan Inggris untuk bergabung ke dalam zona euro. Apa yang disampaikan oleh para pemimpin 25 perusahaan besar tersebut memperlihatkan suara untuk mendukung Inggris untuk segera bergabung ke zona euro. 

Keputusan Inggris untuk tidak bergabung kedalam euro dipastikan oleh menteri keuangan Inggris Gordon Brown pada tanggal 9 juni 2003, yang memastikan bahwa negaranya belum siap untuk segera bergabung kedalam zona euro yang telah diadopsi oleh 12 negara Uni Eropa. Hasil dari lima test ekonomi yang dilakukan oleh Inggris terhadap euro tidak dapat dipenuhi, dan pada akhirnya keputusan akan ikut atau tidaknya Inggris ke dalam zona euro akan ditentukan dengan dasar politik bukannya berdasarkan dasar ekonomi. Di dalam pembicaraan masyarakat, batas-batas antara alasan politik dan ekonomi menjadi bias dan juga menjadi campur aduk. Keputusan Inggris atas keikutsertaan mereka di zona euro akan dtentukan oleh dua kampanye masyarakat yang ada, yang mempunyai komitmen emosional untuk ikut dan yang yang mempunyai komitmen untuk tidak ikut serta dalam zona euro.

Dalam pernyataannya di depan parlemen, Gordon Brown mengatakan bahwa tiga dari lima test ekonomi yang dilakukan oleh negara itu sejak tahun 1997 ternyata gagal dipenuhi. Meski demikian, Inggris menegaskan hanya persoalan waktu pihaknya akan tetap bergabung dalam euro yang sudah ditetapkan oleh 12 negara Uni Eropa.

Keputusan pemerintah Inggris untuk menunda bergabungnya Inggris dalam zona euro menimbulkan kecewa dan rasa puas, dari kalangan usahawan Inggris menilai bahwa semakin lama Inggris berada di luar zona euro, akan semakin mempersulit negara itu dalam persaingan investasi di Uni Eropa dan kian mempersulit perusahaan Inggris dalam mengikuti persaingan.

Berkaitan dengan investasi Inggris di Uni Eropa, para pemimpin 25 perusahaan besar Inggris menyebutkan bahwa angka keikutsertaan Inggris dalam investasi asing langsung / FDI (Foreign Direct Investment) ke Uni Eropa terus menurun sejak diterapkannya euro tahun 1999. Mengutip laporan PBB, peran Inggris dalam FDI ke Eropa kini hanya 16 persen, turun dari 29 persen selama 20 tahun terakhir sebelum tahun 1999.

Sementara suara yang menolak keikutsertaan Inggris di dalam zona euro lebih melihat pada upaya mempertahankan kebanggaan mereka pada poundsterling yang telah berusia sekitar 1.200 tahun tersebut, juga tentang adanya kemungkinan hilangnya atau bakal tersisihnya peran politik dan moneter Inggris dibanding Perancis dan Jerman yang dominan dalam kancah zona euro.

Keinginan untuk mempertahankan poundsterling sebagai mata uang Inggris diungkapkan oleh David Sinclair, penulis buku The Pound (buku yang mengisahkan sejarah panjang mata uang inggris) “ Saya kira sangat tepat jika warga negara Inggris memiliki hubungan emosional dan komitmen yang sangat dalam dengan poundsterling”

Meskipun Inggris tidak ikut serta kedalam zona euro tetapi beberapa toko-toko di Inggris menerima pembayaran atas barang-barang mereka dengan euro tapi memberikan kembalian dengan poundsterling.

Sangat menarik untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Inggris berkaitan dengan berlakunya mata uang tunggal eropa yang dimulai sejak tahun 1999 hingga 1 januari 2002 yang kemudian diikuti dengan ditariknya mata uang masing-masing negara yang mengikuti euro dari peredaran, baik uang kertas maupun uang koin, yang kemudian diganti dengan uang kertas dan uang koin euro.

Dimana tujuan dari pembentukan Uni Eropa merupakan suatu usaha untuk meraih suatu integrasi ekonomi diantara negara-negara anggota Uni Eropa yang berusaha diwujudkan dengan pembentukan mata uang tunggal tersebut yang akan meniadakan batas-batas antar negara anggota Uni Eropa yang kemudian akan mempermudah proses kerjasama antar negara anggota Uni Eropa, Inggris lebih memutuskan untuk menunda bergabungnya mereka kedalam euro karena beberapa hal. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya lima test yang dilakukan oleh menteri keuangan Inggris Gordon Brown juga dengan banyaknya warga negara Inggris yang tidak ingin Inggris untuk ikut serta dalam euro.

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang berjudul :  Penolakan Inggris Atas Pemberlakuan Euro dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Inggris

Penulis memilih tema diatas karena penulis tertarik dengan Inggris yang menyatakan untuk mengundur terus keikutsertaan mereka kedalam zona euro yang kemudian diartikan sebagai penolakan mereka untuk menggunakan Euro apakah mempunyai dampak terhadap perekonomian mereka.

Penulis berharap memperoleh gambaran tentang pengaruh dari suatu mata uang tunggal yang berlaku dalam suatu region tertentu kepada negara yang ikut kedalam sistem satu mata uang tunggal tersebut, hal ini juga berkaitan dengan adanya wacana tentang pembentukan mata uang tunggal bagi negara-negara anggota ASEAN.

B. Identifikasi Masalah 

Tidak ikut sertanya Inggris dalam sistem mata uang tunggal bersama Eropa yang telah diikuti oleh 12 dari 15 negara anggota Uni Eropa pasti memberikan suatu dampak pada Pemerintahan Inggris yang dipimpin oleh Perdana Menteri Tony Blair.

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka penulis akan mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penolakan Inggris terhadap euro mempengaruhi perekonomian Inggris?

2. Bagaimana perkembangan perekonomian Inggris?

3. Bagaimana pemberlakuan euro dapat mempengaruhi perekonomian Inggris?

1. Pembatasan Masalah 

Dikarenakan luasnya permasalahan yang ada, maka penulis perlu membatasi penelitian ini pada penolakan Inggris terhadap euro dan pengaruhnya pada perekonomian Inggris. Dan penelitian ini dibatasi dari tahun 1999 hingga tahun 2005.

Penulis memfokuskan pada masalah tersebut karena penulis ingin mengetahui apa pengaruh dari penolakan Inggris terhadap euro terhadap perekonomian Inggris.

2. Perumusan Masalah 

Pemberlakuan euro yang telah diadopsi oleh 12 negara anggota Uni Eropa otomatis memasukkan mereka ke dalam zona euro. Penolakan Inggris untuk tidak ikut serta ke dalam zona tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap perekonomian Inggris.

Mengacu pada uraian diatas maka dalam penulisan ini penulis merumuskan masalah kedalam suatu bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana penolakan Inggris terhadap euro dapat mempengaruhi perekonomian Inggris yang tidak menggunakan sistem mata uang tunggal seperti negara-negara yang memberlakukan euro”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian jelas mempunyai tujuan dan kegunaan yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan serta motif-motif individual dan kolektif. Adapun tujuan dan kegunaan penulis mengadakan penelitian dalam bidang studi Hubungan Internasional, khususnya dalam membahas skripsi ini adalah:

1. Tujuan :

a. Untuk mengetahui apakah penolakan Inggris terhadap euro akan mempengaruhi perekonomian Inggris?

b. Untuk mengetahui bagaimana dampak pemberlakuan euro terhadap perekonomian Inggris?

c. Untuk mengetahui seberapa besar keinginan Inggris untuk mempertahankan poundsterling dalam zona euro?

d. Untuk mengetahui atas dasar apa Inggris menolak untuk menggunakan euro?

2. Kegunaan :

a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai masalah yang sedang diteliti.

b. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan suatu sumbangan terhadap pemikiran tentang dampak dari berlakunya mata uang tunggal bagi suatu negara.

c. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi terhadap kepustakaan di perpustakaan FISIP Universitas Pasundan dan kepada mahasiswa/i yang membutuhkan.

d. Dengan adanya penelitian ini semoga bisa memberikan manfaat bagi para penstudi lain yang hendak mengadakan penelitian didalam bidang yang sama.

e. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana program strata satu (S1) pada jurusan Hubungan Internasional

D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1. Kerangka Teoritis

Dalam mempemudah proses penelitian ini maka perlu adanya suatu landasan berpijak untuk memperkuat analisa. Penulis mencoba mengangkat permasalahan yang ada dengan menggunakan teori yang berhubungan dengan objek penelitian, agar dapat dijadikan pedoman dalam penelitian.

Dalam pergaulan internasional suatu negara tidak bisa dipisahkan dengan hubungan antar negara, hubungan ini disebut sebagai Hubungan Internasional. Salah satu bentuk hubungan Internasional adalah adanya hubungan kerjasama baik itu bilateral, maupun multilateral yang bisa meliputi bidang ekonomi, politik, social budaya hingga pada kerjasama pertahanan dan keamanan (hankam).

Menurut K.J. Holsti dalam bukunya International Politics A Framework for Analysis memberikan gambaran mengenai hubungan internasional, yaitu :“Hubungan Internasional adalah mengacu pada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik disponsori oleh pemerintah maupun tidak. Hubungan internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses-proses politik antar bangsa.”

Uni Eropa merupakan suatu integrasi negara-negara yang berada dalam satu kawasan regional yang sama. Jack C. Plano dan Ray Olton dalam bukunya Kamus Hubungan Internasional mendefinisikan regionalisme sebagai berikut :

“Regionalisme adalah konsep mengenai bangsa yang terdapat di kawasan geografis tertentu atau bangsa yang memiliki hirauan bersama dapat bekerjasama melalui organisasi dengan keanggotaan terbatas untuk mengatasi masalah fungsional, militer dan politik. Regionalisme memberikan hampiran menengah untuk mengatasi permasalahan, yaitu berada di antara unilateralisme dan universalisme.”

Integrasi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di dalam satu kawasan tentunya akan mewujudkan terbentuknya suatu organisasi yang tentunya mempunyai suatu tujuan tertentu. Teuku May Rudy mendefinisikan tentang organisasi Internasional sebagai berikut : 

“Pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan/ diproyeksikan untuk berlangsung serta  melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok nonpemerintah pada negara yang berbeda.”

Sedangkan menurut T.Sugeng Istanto yang dikutip oleh Ade Maman Suherman dalam buku Organisasi Internasional & integrasi ekonomi regional dalam perspektif hukum dan globalisasi menjelaskan tentang organisasi internasional : 

“Yang dimaksud dengan organisasi internasional dalam pengertian luas adalah bentuk kerjasama antar pihak-pihak yang bersifat internasional untuk tujuan yang bersifat internasional. Pihak-pihak yang bersifat internasional itu dapat berupa orang-perorangan, badan-badan bukan negara yang berada di berbagai negara atau pemerintah negara. Adapun yang dimaksud dengan tujuan internasional ialah tujuan bersama yang menyangkut kepentingan berbagai negara.” 

Sedangkan Jack C. Plano lebih spesifik mendefinisikan tentang organisasi internasional: “Organisasi Internasional merupakan suatu ikatan formal melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama diantara mereka dalam bidang keamanan, ekonomi dan sosial, serta bidang lainnya.”

Robert Gilpin menyebutkan tentang tujuan utama pembentukan Uni Eropa. “Tujuan utama pembentukan Uni Eropa sebenarnya bersifat politik, namun cara-cara utama yang digunakan bersifat ekonomi.” 

Walaupun pembentukan Uni Eropa lebih dititikberatkan kepada ekonomi tetapi politik tidak bisa dipisahkan darinya. Kaitan antara ekonomi dan politik dijelaskan oleh Walter S. Jones dalam bukunya Logika Hubungan Internasional, Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional dan Tatanan Dunia Baru tentang Ekonomi Politik Internasional yaitu: “Interaksi timbal balik dan dinamis antara upaya pengejaran kekayaan dan kekuasaan dalam hubungan internasional.”
 

Hubungan Internasional mengakui adanya keterkaitan antara politik dan ekonomi seperti diutarakan oleh Mochtar Mas’oed yang memberikan pengertian tentang ekonomi politik internasional, yakni : “Studi tentang saling kait dan interaksi antara fenomena politik dan ekonomi, antara negara dan pasar antara lingkungan domestik dan lingkungan Internasional, dan antara pemerintah dan masyarakat”

Pengertian ekonomi internasional menurut Dominik Salvatore dalam bukunya ekonomi internasional mengatakan bahwa “Ekonomi Internasional merupakan suatu aktivitas yang ditimbulkan oleh ekonomi dari keadaan saling ketergantungan antara unit-unit politik yang melintasi batas-batas negara dan bersifat internasional.”

Kaitannya dengan rencana pembentukan mata uang tunggal Eropa maka perlu juga dilihat pengertian dari Sistem Keuangan Internasional, karena kaitannya dengan integrasi Eropa. Robert Gilpin memberikan gambaran tentang sistem keuangan internasional sebagai berikut : 

“Sistem keuangan internasional merupakan sistem yang memastikan modal asing bergerak … menuju ekonomi-ekonomi yang memiliki peluang-peluang investasi yang melebihi pasar lokal dan bahwa modal hendaknya dibiarkan bebas untuk bergerak ke tempat dan kegiatan dimana modal tersebut akan efektif digunakan, dengan demikian pemanfaatan secara efisien sumber daya modal dunia yang langka dapat tercapai. Keuangan internasional memberikan dampak penting terhadap perekonomian global.”
 

Hal yang menyangkut tentang penyatuan ekonomi negara-negara Eropa Barat tercantum pada buku putih komisi Eropa: “Pada akhir tahun 1992, semua hambatan pergerakan bebas modal, barang, jasa dan manusia di dalam masyarakat Eropa hendaknya dapat dihapus.”

Semua hambatan dari pergerakan barang, modal, manusia dll, itu sesuai dengan konsep economic integration : economic union seperti apa yang tercantum dalam buku Jack C. Plano dan Ray Olton, Kamus Hubungan Internasional :

“Economic Integration : Economic Union adalah integrasi ekonomi  dari dua negara atau lebih dengan membentuk kebijaksanaan ekonomi bersama. Kesatuan ekonomi membentuk pasar dan bea tarif bersama, menjadi wahana bagi peredaran dan modal tenaga kerja secara bebas, dan menyelaraskan pajak serta subsidi yang berpengaruh terhadap perdagangan kawasan, dan ditujukan untuk menyesuaikan kebijaksanaan pajak serta keuangan.”

Sigit Winarno memberikan penjelasan tentang economic union seperti berikut: “Bentuk perserikatan perdagangan di antara sejumlah negara dalam menetapkan ciri-ciri pasar dan perpindahan faktor produksi, dan penyatuan tujuan ekonomi secara umum yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, kebijakan moneter, fiskal dan kebijakan lainnya diantara sesama anggota”
 

Dalam rangka menuju arah integrasi yang diinginkan oleh para anggota Uni Eropa tersebut maka dibentuklah suatu sistem mata uang tunggal bersama yang dapat membantu terjadinya integrasi ekonomi diantara para anggota Uni Eropa. Arah penyatuan ekonomi tersebut diwujudkan dalam EMU (Economic and Monetary Union) yang akan menuju pada pembentukan satu mata uang tunggal bersama. Penekanan ini muncul dari beberapa negara yang berasumsi “Bahwa penyatuan ekonomi akan mengikuti penyatuan moneter, yang menjadi landasan menuju sebuah Eropa bersatu dan sebagai langkah pertama yang diperlukan menuju integrasi ekonomi dan politik yang lebih besar”

Dalam rangka menuju kepada penyatuan ekonomi tersebut maka dibentuklah suatu mata uang tunggal eropa (euro) yang diharapkan bisa memberikan jalan kepada arah integrasi negara-negara Eropa. Euro menurut Euginia L. Muljono dalam buku Mengenal Mata Uang Tunggal Eropa Euro mengatakan bahwa “Euro adalah unit mata uang yang dibentuk oleh sistem moneter Eropa (EMS/European Monetary System) yang nilainya didasarkan pada gabungan nilai tukar mata uang dari semua negara anggotanya”

Menurut Richard Kimber “euro adalah mata uang tunggal negara-negara Uni Eropa” 

Tetapi sukses atau tidaknya pemberlakuan satu mata uang tunggal tersebut tergantung kepada kepentingan nasional (National Interest) dari para anggota Uni Eropa, kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Ray Olton dalam buku Kamus Hubungan Internasional adalah : “kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsure yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.”

Dalam hal ini penolakan Inggris terhadap euro berkaitan dengan keinginan mereka untuk mempertahankan poundsterling sebagai mata uang nasional mereka. Hal ini berkaitan dengan rasa nasionalisme mereka terhadap pouindsterling. Nasionalisme menurut kamus wikipedia Indonesia, adalah : “satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.”

Tentunya dengan tidak ikutnya Inggris ke dalam euro didasarkan oleh beberapa hal yang menyebabkan Inggris mengambil kebijakan tersebut. Kebijakan menurut Mirriam Budiardjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik mengatakan bahwa : 

”Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan –tujuan, pada dasarnya pihak yang membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.”

Keengganan Inggris untuk tidak menggunakan mata uang tunggal Eropa sebagai pengganti poundsterling tentunya akan berpengaruh kepada kebijakan luar negeri Inggris terhadap anggota Uni Eropa yang menggunakan mata uang tunggal tersebut. Jack C. Plano dalam buku Kamus Hubungan Internasional mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai berikut : “Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.”

Karena kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah Inggris berkaitan dengan perekonomian mereka dan mempengaruhi perekonomian makro mereka. Sigit Winarno dalam bukunya menjelaskan tentang kebijakan makroekonomi:

“Kebijakan makroekonomi adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menerapkan tujuan umum ekonomi secarakeseluruhan dan menggunakan alat pengawasan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, seperti: pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, pencegahan inflasi.”

Sedangkan Sadono Sukirno dalam buku pengantar teori makroekonomi menjelaskan tentang tujuan kebijakan makroekonomi: 

“Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi dapat dibedakan kepada empat aspek berikut: (1) menstabilkan kegiatan ekonomi (2) mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja (kesempatan kerja) penuh tanpa inflasi (3) menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh (4) menghindari masalah inflasi”

Karena hal ini berhubungan dengan kebijakan-kebijakan makroekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Inggris maka tentunya kebijakan yang pertama kali diambil tentunya adalah kebijakan moneter yang menurut Sigit Winarno: 

“Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat atau untuk menjaga keseimbangan moneter dan kestabilan nilai uang, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja dalm rangka meningkatkan kemakmuran bagi rakyat.”
 

Di dalam kebijakan moneter terdapat kebijakan fiskal yang termasuk dalam kebijakan moneter. Kebijakan fiskal menurut David N. Weil adalah : “Kebijakan fiskal adalah suatu alat yang penting untuk mengatur perekonomian karena kemampuannya untuk mempengaruhi kepada GDP (Gross Domestic Product).”

Sedangkan kebijakan fiskal menurut Sigit Winarno adalah: 

“Kebijakan fiskal merupakan tindakan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran uang atau pajak, penerimaan lainnya, utang-piutang, pengeluaran pemerintah untuk tujuan tertentu, seperti menunjang kestabilan ekonomi, keseimbangan moneter, peningkatan pembangunan, dan perluasan kesempatan kerja.”
 

Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal mempunyai dampak terhadap inflasi dan terhadap tenaga kerja (kesempatan kerja). Inflasi menurut Sigit Winarno adalah : “Kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya uang (kertas) yang beredar sehingga harga barang mengalami peningkatan; keadaan yang menunjukkan berkurangnya daya beli masyarakat dalam masa tertentu karena besarnya jumlah uang (kertas) yang beredar melebihi jumlah barang dan jasa yang tersedia.”

Sedangkan menurut Sadono Sukirno: “Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian.”

Kebijakan fiskal dan moneter juga mempengaruhi pada penciptaan lapangan pekerjaan yang berakibat pada rendah atau tingginya pengangguran yang ada. Pengangguran menurut Sadono Sukirno adalah “Suatu keadaan dimana seseorang yangtergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.”

Sedangkan menurut Sigit Winarno pengangguran adalah “Angkatan kerja yang tidak atau belum mendapat pekerjaan”

Berkaitan dengan kebijakan yang akan dilakukan berhubungan dengan mata uang tunggal eropa. Pada tahun 1997 Pemerintahan Inggris, melalui  kedutaan Inggris mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah Inggris mengenai EMU bisa dilihat dalam 4 hal di bawah ini :

(1) A successful single currency within a single European market would in principle be of benefit to Europe and to the UK: in terms of trade, transparency of costs and currency stability; (2) The constitutional issue is a factor in the UK's decision but it is not an overriding one, so long as membership is in the national interest, the case is clear and unambiguous and there is popular consent;(3) The basis for the decision as to whether there is a clear and unambiguous economic case for membership is the Treasury's comprehensive and rigorous assessment of the five economic tests; (4) Whenever the decision to enter is taken by the Government, it should be put to a referendum of the British people.
  

Maka berdasarkan teori-teori diatas, penulis akan menggunakan teori-teori tersebut untuk menyelesaikan proses penelitian yang diharapkan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat memberikan jawaban yang argumentatif dan dapat dipertahankan penulis dengan memberikan objektivitas dalam penelitian. Selain itu juga, penulis akan memberikan beberapa asumsi sebagai berikut:

1) Penolakan Inggris atas euro lebih didasari oleh rasa nasionalisme mereka terhadap Poundsterling yang kuat.
2) Perekonomian Inggris akan stabil meskipun Inggris menolak menggunakan Euro apabila Inggris bisa memberlakukan kebijakan makroekonomi yang tepat
2. Hipotesis


Berdasarkan kerangka teoritis dan analisis yang telah diuraikan diatas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut : “Penolakan Inggris atas euro melalui lima test ekonomi, tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian Inggris, hal ini bisa terlihat pada Gross National Product (GNP) dan Balance of Trade Inggris dengan negara-negara Eropa lain” 

 3. Operasional Tabel dan Indikator


Selanjutnya untuk membantu di dalam menganalisa penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat suatu definisi operasional tentang konsep hipotesis diatas, yaitu :

	
	Variabel Dalam Hipotesis

(Teoritis)
	Indikator

(Empirik)
	Verifikasi

(analisis)

	1
	Variabel bebas:

Penolakan Inggris atas euro melalui lima test ekonomi 
	1. Penolakan Inggris untuk ikut kedalam euro zone

2. Lima test ekonomi oleh kementrian keuangan Inggris


	Data (fakta dan angka) 

Mengenai penolakan inggris untuk menggunakan euro sebagai mata uang nasionalnya
Data (fakta dan angka) 

Lima test ekonomi dilakukan oleh pemerintah Inggris yang dilakukan oleh mentri keuangan Gordon Brown yang menghasilkan kalau euro tidak lulus dari lima test ekonomi tersebut



	2
	Variabel terikat:

tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian Inggris, hal ini bisa terlihat pada Gross National Product (GNP) dan Balance of Trade Inggris dengan negara-negara Eropa lain 
	1. Perekonomian Inggris tetap stabil meskipun tidak menggunakan euro
2. GDP Inggris yang tetap menunjukkan statistik yang stabil setelah pemberlakuan Euro

	Data (fakta dan angka).

Harga-harga barang di Inggris stabil dan jumlah pengangguran yang sedikit

Data (fakta dan angka)

GDP Inggris masih tetap stabil karena perekonomian Inggris tetap stabil dengan inflasi yang rendah yang tidak membuat harga-harga barang meningkat


4. Skema Kerangka Teoritis












E.  Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.   Tingkat Analisis


Analisa Induksionis, yaitu unit analisanya pada tingkatan yang lebih tinggi. Dikarenakan proporsi pembahasan tertuju pada perekonomian Inggris yang terkena implikasi dari penolakan Inggris atas pemberlakuan Euro..

2.   Metode Penelitian

Metode Deskriptif-Analitis, Yaitu suatu analisis yang bertujuan mengambarkan, menganalisa dan mengklasifikasikan gejala-gejala yang didasarkan atas beberapa kejadian dan masalah yang aktual, kemudian menganalisa untuk menginterprestasikan data yang diperoleh dengan pemecahan masalah, baik yang berlangsung maupun yang diperkirakan dimasa yang akan datang serta menginterprestasikan suatu fenomena akhir yang relevan. Kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana keadaan perekonomian Inggris setelah Inggris menolak untuk memberlakukan Euro di negaranya untuk menggantikan Poundsterling.
3. Teknik Pengumpulan Data

Didalam teknik pengumpulan data sebagai analisa penelitian serta dalam rangka pembahasan laporan ini, maka peneliti memilih teknik penulisan melalui studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara memanfaatkan sumber-sumber data dan informasi-informasi dari berbagai pustaka yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas baik yang bersifat teori maupun empiris, yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti, yang mana sumber data ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, laporan-laporan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang dianggap relevan sebagai kajian penelitian yang tengah dibahas.

F. Lokasi dan Lama Penelitian

1. Lokasi Penelitian.

Penelitian akan mengambil lokasi pada beberapa lembaga yang dianggap dapat memberikan informasi dan data, serta dapat mendukung terlaksananya penelitian ini. Adapun lembaga-lembaga tersebut, ialah:

1. British Embassy 

Jl M.H. Thamrin No: 75, Jakarta 10310.

2. British Council
Jl. Jend. Sudirman No: 71, Jakarta 12190

3. Centre For Strategic and Internasional Studies (CSIS)

Jl Tanah Abang III/23-27, Jakarta 1016.

4. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan 

Jl. Lengkong Besar No:68,  Bandung.

5. Perpustakaan Jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjajaran  

Jatinangor Bandung.

6. Perpustakaan Pusat Universitas Parahyangan  Bandung

2.   Lama Penelitian

Lamanya penelitian dilaksanakan selama delapan bulan terhitung dari bulan April 2005 sampai dengan bulan November 2005.

3. Tabel Rencana Penelitian

G. Sistematika Penulisan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang yang berisikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, definisi operasional, metodologi dan teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB I I: PENOLAKAN INGGRIS TERHADAP EURO

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana euro berlaku juga tentang sejarah berdirinya Uni Eropa. Dalam bab ini juga penulis menyertakan bagaimana euro menurut pandangan masyarakat Inggris sehingga mereka memutuskan untuk menolak euro.

BAB III : TINJAUAN PEREKONOMIAN INGGRIS

Bab ini menjelaskan tentang perekonomian Inggris secara makro juga menjelaskan tentang Bank Sentral Inggris yang bertugas untuk mempertahankan kestabilan moneter Inggris
BAB IV : PEREKONOMIAN INGGRIS PASCA PENOLAKAN EURO

Bab ini merupakan bab signifikansi dari bab II dan bab III, menjelaskan bagaimana penolakan Inggris atas Euro mempengaruhi kepada perekonomian Inggris

BAB IV : KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari bab IV yaitu tentang implikasi dari penolakan Inggris atas Euro terhadap perekonomian mereka.
Inflasi Rendah 





Pengangguran Rendah





Perekonomian Inggris
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Inggris Menolak Ikut ke dalam euro
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